WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 100.3.3.3-6] - 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Menimbang

Mengingat

3 3

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembahasan program
kerja sama antar daerah secara terarah, terkoordinasi,
terpadu dan berkesinambungan serta guna
melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota
Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6978);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang

Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik



KESATU

KEDUA

10.

11.

12,

13.

Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah
Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 42);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016
Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

: Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud

DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1.
B

menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah
Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
(KSDPK);

memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah
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Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama
Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan
kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD),
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan
Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
menyiapkan Naskah Kesepahaman Bersama, Perjanjian
Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama
Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama
Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) lainnya dan/atau
Nota Kesepahaman Sinergi dan Rencana Kerja;
memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk
menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja
Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah
dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga (KSDPK) serta Nota Kesepahaman
Sinergi;

mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan
pelaksanaan kerja sama, penyelesaian permasalahan,
perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam
pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
(KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah
dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani
masyarakat dan daerah; dan

menyusun laporan semester dan laporan tahunan
pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
(KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tidak

diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.

: Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Nomor :

188.45/79/WAKO-SWL/2023 dinyatakan di cabut atau tidak

berlaku.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal I§ Januari 2025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Yang bersangkutan;



